BAB 1
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala
Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja

dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan
dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen
PPAS tahun anggaran 2023 memuat program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana Kkerja dan anggaran
Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. PPAS sebagai salah satu
tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat
Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang
penjabaran APBD. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila
seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam
sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja
yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau
kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (political

will) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah,
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yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah
yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen
prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap
bidang kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu
tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS
disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2023 tersusun maka sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan

pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

I.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran
2023, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2023 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum
disepakati dengan DPRD;

2.  Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun Anggaran
2023 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah,
penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif

untuk setiap program dan kegiatan.

I.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini berdasar pada Kebijakan
Umum APBD Tahun Anggaran 2023. Secara substantif dasar penyusunan PPAS
APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2023 [-2



Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4416);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah
dimutakhirkan menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2005 - 2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2019) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6
Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 — 2023 (Lembaran
Daerah Nomor 6 Tahun 2021);

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomer 58 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 58 Tahun 2022).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2023 [-4



